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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Etika politik, atau yang juga dikenal sebagai etika dalam politik, adalah praktik 

pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada prinsip etika 

dan moral. Etika politik membahas tentang pertimbangan moral dalam 

pengambilan keputusan politik, termasuk dalam hal penggunaan kekuasaan, 

pengaturan kebijakan publik, interaksi antaraktor politik, dan penerapan nilai-nilai 

moral yang berkaitan dengan politik. 

Dalam konteks ini, etika politik mewajibkan agar kekuasaan negara dijalankan 

sesuai dengan norma-norma tertentu, seperti asas legalitas atau legalitas hukum dan 

pelaksanaan yang demokratis. Etika politik juga mencakup pertimbangan tentang 

tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat dan kepentingan 

publik(Dwijayanti, 2021). Prinsip etika politik juga dapat mencakup nilai-nilai 

seperti integritas, keadilan, transparansi, kejujuran, serta penghormatan terhadap 

hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. 

Adanya etika politik bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi para 

politisi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses politik untuk bertindak secara 

moral dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan 

prinsip-prinsip etika(Febriany dkk., 2021). Etika politik juga menjadi landasan 

dalam menentukan tujuan dan kebijakan politik yang akan diterapkan, serta dalam 

menilai keberhasilan dan kegagalan tindakan politik. 

Dalam dunia politik, etika politik dapat membantu menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintahan dan membangun lingkungan politik yang lebih 



baik dan lebih adil. Selain itu, mempertimbangkan etika politik juga dapat 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam praktik politik. 

Etika politik dan pengambilan keputusan pemerintah memiliki hubungan yang 

sangat erat. Etika politik memainkan peran penting dalam membimbing dan 

memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan 

(Imanuel Tadanugi, 2013). 

Etika politik, sebagai cabang etika yang fokus pada konteks politik, memberikan 

kerangka kerja moral bagi pengambilan keputusan pemerintah (Oleh dkk., 2017). 

Ini berarti bahwa dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etis yang relevan. 

Pada tahap identifikasi masalah, etika politik membantu pemerintah dalam 

menentukan apakah masalah yang dihadapi memiliki aspek-etis yang harus 

diperhatikan. Misalnya, apakah masalah tersebut berkaitan dengan hak asasi 

manusia, keadilan sosial, atau nilai-nilai moral lainnya. 

Selama proses pertimbangan berbagai opsi kebijakan, etika politik berperan dalam 

menghargai dan memeriksa dampak moral dari setiap pilihan yang tersedia. Hal ini 

membantu pemerintah dalam mengevaluasi apakah kebijakan yang dipilih sesuai 

dengan nilai-nilai moral yang dipegang (Funome dkk., 2012). Etika politik juga 

memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah sejalan dengan standar etis tertentu, seperti transparansi, akuntabilitas, 

dan integritas (Malchiel dkk., 2019). 

Administrasi negara adalah bidang yang kompleks dan penting dalam konteks 

pemerintahan suatu negara. Ia merupakan kumpulan dari semua kegiatan dan proses 

yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dengan efisien dan efektif, serta 

memastikan bahwa kebijakan dan program-program pemerintah dapat 

diimplementasikan dengan baik. Administrasi negara mencakup sejumlah elemen 

kunci yang berperan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan 

penyelenggaraan pemerintahan secara umum. 



 

Salah satu peran utama dari administrasi negara adalah memfasilitasi hubungan 

antara pemerintah dan masyarakat. Ini berarti administrasi negara harus mendukung 

transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan 

pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat sipil, pengawasan, dan partisipasi 

dalam proses-proses ini juga menjadi bagian integral dari administrasi negara yang 

baik. 

Di dalam administrasi negara, terdapat berbagai tingkatan dan cabang yang 

berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dari tingkatan tertinggi, 

ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masing-masing memiliki tugas dan tanggung 

jawabnya sendiri dalam menjalankan negara. Di bawah tingkatan ini, ada birokrasi 

atau aparat pemerintahan yang mengelola berbagai departemen dan lembaga 

pemerintah. Tugas utama dari birokrasi adalah menerjemahkan kebijakan-

kebijakan pemerintah menjadi tindakan konkret. Administrasi negara juga terkait 

erat dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya negara. Ini 

termasuk pengelolaan anggaran publik, alokasi sumber daya, serta pembuatan dan 

implementasi program-program pembangunan. Administrasi negara harus 

menjalankan fungsi-fungsi ini dengan efisien agar sumber daya negara digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Dr. Hardi Warsono, 2019) 

Selain itu, administrasi negara juga mencakup aspek hukum dan etika dalam 

pemerintahan. Hal ini melibatkan pematuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap tindakan dan 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pentingnya administrasi negara sangat 

besar, karena hal ini memengaruhi bagaimana negara berfungsi, bagaimana 

kebijakan publik dibuat dan dijalankan, serta bagaimana pemerintah berinteraksi 

dengan masyarakatnya. Sebuah administrasi negara yang efektif dan efisien dapat 

membantu mencapai tujuan-tujuan pembangunan, memberikan layanan publik 

yang baik, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan 

akuntabel. Sebaliknya, ketidaksempurnaan dalam administrasi negara dapat 

mengakibatkan ketidakstabilan, ketidakpuasan masyarakat, dan masalah-masalah 



lainnya dalam pemerintahan. Oleh karena itu, administrasi negara merupakan 

elemen kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang esensial dalam 

sebuah negara. 

Etika dalam konteks administrasi adalah aspek penting yang memengaruhi tata 

kelola pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. Ini mencakup penerapan prinsip-

prinsip moral dan nilai-nilai etis dalam pengelolaan pemerintahan dan tugas-tugas 

administratif(Funome dkk., 2012).Beberapa aspek penting dalam konteks 

administrasi ini seperti integritas dan kepatuhan hukum yang dimana integritas 

sendiri adalah nilai fundamental dalam administrasi, pelayanan publik yang 

berkualitas, akuntabilitas dan transparansi, penghindaran konflik kepentingan, 

perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan kepemimpinan 

yang etis. 

Untuk mencari tahu lebih dalam mengenai peran etika dalam pengambilan 

keputusan, maka penulis memilih metode penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial untuk 

memahami fenomena manusia dan masyarakat dengan cara yang mendalam dan 

kontekstual. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna, interpretasi, dan 

kompleksitas aspek-aspek sosial dalam konteks di mana fenomena tersebut terjadi. 

Penelitian kualitatif mengakui bahwa realitas sosial bersifat subjektif dan 

kompleks, dan pendekatan ini bertujuan untuk menggali lapisan-lapisan makna 

yang lebih dalam di balik tindakan, sikap, dan interaksi manusia. Penelitian ini 

dirasa lebih efektif menggunakan metode kualitatif daripada kuantitatif karena 

sifatnya yang kompleks dan kontekstual. Perbedaannya dengan penelitian 

kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada 

sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Menurut Moleong 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Dr. Nursapia Harahap, 2020) 



Dengan metode kualitatif, diharapkan pembahasan dapat mendalam dalam 

pemahaman konteks, selain itu pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk 

mendengarkan dan memahami pandangan subjektif dari berbagai pihak yang 

terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Proses pengambilan keputusan 

pemerintah seringkali rumit dan melibatkan berbagai faktor yang tidak dapat diukur 

secara langsung. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan 

wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi yang memungkinkan 

eksplorasi yang mendalam tentang proses ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami peran etika dalam 

pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam konteks administrasi negara, seperti 

bagaimana peran etika memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dalam 

administrasi negara, dan bagaimana faktor-faktor kontekstual memengaruhi 

pertimbangan etis dalam proses tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana etika memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah 

dalam administrasi negara? 

2) Apa pandangan dan persepsi berbagai pemangku kepentingan terkait 

dengan peran etika dalam pengambilan keputusan pemerintah? 

3) Bagaimana faktor-faktor kontekstual, seperti budaya, nilai-nilai sosial, dan 

norma, memengaruhi pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan 

pemerintah? 

4) Apakah terdapat konflik antara etika dan faktor-faktor lain yang 

memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, seperti kepentingan 

politik atau ekonomi? 

5) Bagaimana peran pemangku kepentingan dan masyarakat sipil dalam 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah untuk lebih etis? 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 

1) Untuk memahami peran dan dampak etika dalam pengambilan keputusan 

pemerintah di dalam administrasi negara. 

2) Untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor kontekstual, seperti budaya, 

nilai-nilai sosial, dan norma, berinteraksi dengan pertimbangan etis dalam 

pengambilan keputusan pemerintah. 

3) Untuk mengidentifikasi potensi konflik antara etika dan faktor-faktor lain 

yang memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, seperti 

kepentingan politik atau ekonomi. 

4) Untuk mengeksplorasi peran pemangku kepentingan dan masyarakat sipil 

dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah untuk 

menjadi lebih etis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, yaitu: 

1) Menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran etika dalam 

pengambilan keputusan pemerintah, yang dapat membantu meningkatkan 

kualitas dan integritas kebijakan pemerintah. 

2) Membantu pemangku kepentingan dan masyarakat sipil dalam memahami 

dinamika pengambilan keputusan pemerintah dan cara mereka dapat 

berpartisipasi dalam proses tersebut. 

3) Memberikan wawasan kepada peneliti, pengambil kebijakan, dan praktisi 

administrasi negara tentang kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam 

mengintegrasikan etika dalam pengambilan keputusan pemerintah. 

4) Menyediakan dasar pengetahuan yang dapat digunakan sebagai landasan 

untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang etika administrasi negara dan 

pengambilan keputusan pemerintah yang lebih etis. 
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